Susi Bicara soal Bahaya Besar
Usali Jokowi Izinkan Pasir
Laut Diekspor

Category: Ekonomi
written by Maulya | 29/05/2023

Orinews.id|Jakarta — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan
keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

“Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan
jauh 1lebih besar. Climate change sudah terasakan dan
berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir
laut,” tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).
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Sebelum
nya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan
memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan
pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada
sejumlah pihak untuk mengeruk pasir Llaut dengan dalih
mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan
mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada
sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa
digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal
isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing
untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi
mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan
untuk beberapa keperluan;



a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal
10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin
usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib
mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri
perdagangan.

“Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib
membayar PNBP,” katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid
tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu
membayar pungutan lainnya.
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